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emissions produced, and analyze its implications for regional low-carbon
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using households as the main unit of analysis for organic waste generation. Data
were obtained from Statistics Indonesia (BPS), the National Waste Management
Information System (SIPSN-KLHK), NTB Low Carbon Development Planning
documents (PRKBI), and the IPCC 2006 guidelines using the First Order Decay
(FOD) approach. The results show that with a population of 5.73 million in NTB in
2025, household organic waste generation reaches approximately 769,489 tons/year
with an estimated methane emission of 38,474 tons CH4/year or equivalent to
+1,077,272-1,308,116 tons CO:e/year. The waste management rate of only 13.48%
increases emissions risk from the waste sector, indicating that household organic
waste management must be positioned as a strategic instrument in emission
mitigation and in supporting low-carbon development in West Nusa Tenggara
Province.
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Delmotte et al., 2021). Oleh karena itu, seluruh sektor
pembangunan, termasuk sektor limbah domestik,
dituntut untuk berkontribusi dalam upaya mitigasi
emisi.

Dalam konteks nasional, sektor limbah
memberikan kontribusi yang relatif kecil namun

Pendahuluan

Pembangunan rendah karbon (low carbon
development) telah menjadi agenda strategis global dan
nasional dalam merespons ancaman perubahan iklim
yang semakin nyata. IPCC (2023) menegaskan bahwa
tanpa intervensi mitigasi yang signifikan, target

pembatasan pemanasan global sebesar 1,5°C akan sulit
tercapai. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK)
akibat aktivitas manusia telah memicu kenaikan suhu
global, perubahan pola curah hujan, serta peningkatan
frekuensi bencana hidrometeorologi yang mengancam
ketahanan ekosistem dan kehidupan manusia (Masson-
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konsisten terhadap total emisi GRK Indonesia. Data BPS
(2025) menunjukkan bahwa pada periode 2019-2023
kontribusi sektor pengadaan air, pengelolaan sampah,
limbah, dan daur ulang berada pada kisaran 2,97-3,41%
dari total emisi nasional, dengan tren peningkatan
absolut dari 29.137 GgCO2e (2019) menjadi 31.285
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GgCO2e (2023). Meskipun kontribusinya tidak sebesar
sektor energi atau industri, sektor ini memiliki intensitas
emisi tertinggi, mencapai 2.913 ton CO2e per miliar
rupiah pada tahun 2023. Selain itu, emisi sektor limbah
didominasi oleh gas metana (CH4) sebesar 77,41%, yang
memiliki potensi pemanasan global jauh lebih tinggi
dibandingkan CO.. Kondisi ini menunjukkan bahwa
sektor limbah memiliki signifikansi strategis dalam
kebijakan mitigasi perubahan iklim, terutama karena
potensi reduksinya yang relatif besar dan berbasis
intervensi teknis yang tersedia.

Sektor persampahan merupakan salah satu
sumber utama emisi dalam sektor limbah yang sering
luput dari perhatian kebijakan. Secara global, sektor
limbah menyumbang sekitar 5% dari total emisi GRK,
dengan sampah organik yang tidak terkelola sebagai
kontributor utama (Hoornweg & Bhada-Tata, 2012).
Ketika sampah organik terdekomposisi secara anaerobik
di tempat pembuangan akhir (TPA), gas metana (CHa)
dilepaskan ke atmosfer. Menurut IPCC (2006), sekitar
50-70% gas yang dihasilkan TPA adalah metana,
dengan potensi pemanasan global 28-34 kali lebih besar
dibandingkan CO: (IPCC, 2019).

Komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi
tercermin dalam Enhanced Nationally Determined
Contribution (ENDC), yang menetapkan sektor limbah
sebagai salah satu prioritas mitigasi dengan target
penurunan emisi sebesar 32,5% dari skenario business as
usual pada tahun 2030 (KLHK, 2022). Upaya ini
diarahkan melalui peningkatan pengelolaan sampah
organik, pengembangan infrastruktur pengomposan
dan biogas, serta pengurangan timbulan sampah dari
sumbernya. Komitmen tersebut kemudian diturunkan
ke tingkat daerah melalui dokumen Pembangunan
Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI),
termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Provinsi NTB menghadapi tantangan
pengelolaan sampah yang semakin kompleks seiring
pertumbuhan penduduk. Data BPS (2025) menunjukkan
jumlah penduduk NTB mencapai 5.731.107 jiwa dengan
laju pertumbuhan sekitar 1,2% per tahun. Peningkatan
jumlah penduduk ini berimplikasi langsung terhadap
kenaikan timbulan sampah domestik, yang secara
umum menunjukkan tren meningkat dalam beberapa
tahun terakhir. Data Sistem Informasi Pengelolaan
Sampah Nasional (SIPSN-KLHK, 2025) mencatat bahwa
sampah organik mendominasi komposisi sampah di
NTB sebesar 52,55 %, terutama berasal dari sisa makanan
dan limbah dapur.

Namun demikian, kapasitas pengelolaan sampah
di NTB masih sangat terbatas. Tingkat pengelolaan
sampah baru mencapai sekitar 13,48%, sehingga lebih
dari 86% sampah belum tertangani secara optimal dan
berpotensi berakhir di TPA atau lingkungan terbuka.
Kondisi ini sejalan dengan temuan Nanda & Berutti

(2021) yang menyatakan bahwa di banyak negara
berkembang, sebagian besar sampah perkotaan masih
dibuang tanpa pengelolaan memadai. Situasi tersebut
menjadi tantangan serius dalam implementasi
pembangunan rendah karbon sebagaimana ditargetkan
dalam dokumen PRKBI Provinsi NTB (2024).

Berbagai penelitian sebelumnya di Indonesia
umumnya berfokus pada aspek teknis pengelolaan
sampah, kapasitas layanan, dan perilaku masyarakat
(Damanhuri & Padmi, 2019; Wahyono et al., 2011).
Namun, kajian yang secara kuantitatif mengaitkan
timbulan sampah organik rumah tangga dengan
estimasi emisi metana (CHa) serta implikasinya
terhadap pembangunan rendah karbon di tingkat
daerah masih terbatas. Keterbatasan data empiris ini
menyebabkan kebijakan berbasis mitigasi iklim di sektor
persampahan belum sepenuhnya didukung oleh
informasi kuantitatif yang akurat (Wiedinmyer et al.,
2014).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1)
mengidentifikasi besaran timbulan sampah organik
rumah tangga di Provinsi NTB; (2) mengestimasi emisi
gas metana (CH.) menggunakan pendekatan First Order
Decay (FOD) IPCC (2006); dan (3) menganalisis
implikasinya terhadap pembangunan rendah karbon di
daerah.

Secara ilmiah, penelitian ini menawarkan
kontribusi berupa penyediaan data kuantitatif emisi
dari sektor persampahan rumah tangga di tingkat
regional yang masih terbatas, serta integrasi analisis
tersebut ke dalam kerangka pembangunan rendah
karbon daerah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi
dasar empiris dalam penyusunan kebijakan pengelolaan
sampah yang lebih terukur dan terintegrasi ke dalam
dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti
PRKBI, RPJMD, dan RAD-GRK.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode
pengumpulan data sekunder. Pendekatan ini dipilih
karena seluruh data yang dibutuhkan tersedia dalam
bentuk data agregat yang telah dipublikasikan oleh
lembaga resmi pemerintah dan badan internasional,
sehingga tidak memerlukan pengumpulan data primer
di lapangan. Pendekatan berbasis data sekunder umum
digunakan dalam penelitian estimasi emisi gas rumah
kaca (GRK) karena mampu memanfaatkan data
inventarisasi resmi secara efisien dan konsisten
(Creswell & Creswell, 2018).

Dalam kerangka metodologis IPCC, penelitian ini
menggunakan pendekatan Tier 2. Pemilihan metode
Tier 2 didasarkan pada kebutuhan untuk menghasilkan
estimasi emisi yang lebih spesifik secara regional
dibandingkan Tier 1 yang menggunakan faktor default

global. Tier 2 memungkinkan penggunaan parameter
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yang disesuaikan dengan karakteristik lokal atau
nasional (misalnya komposisi sampah dan kondisi
pengelolaan), sehingga meningkatkan akurasi estimasi
tanpa kompleksitas tinggi seperti Tier 3 yang
memerlukan data time-series detail dan model dinamis.
Dengan ketersediaan data SIPSN dan statistik daerah,
pendekatan Tier 2 dinilai paling proporsional antara
akurasi dan ketersediaan data.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah
tangga di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai
sumber utama timbulan sampah organik domestik.
Pemilihan unit analisis ini didasarkan pada dominasi
sampah rumah tangga dalam total timbulan sampah,
dengan proporsi sampah organik mencapai 52,55%
(SIPSN-KLHK, 2025).

Sumber data penelitian sepenuhnya
menggunakan data sekunder dari lembaga resmi. Data
jumlah penduduk Provinsi NTB tahun 2025 diperoleh
dari BPS Provinsi NTB (2025). Data timbulan, komposisi,
dan pengelolaan sampah diperoleh dari Sistem
Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN-KLHK,
2025). Pedoman estimasi emisi mengacu pada IPCC
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
2006 Volume 5 - Waste. Dokumen PRKBI Provinsi NTB
(2024) digunakan untuk analisis kebijakan, sedangkan
SNI 19-3964-1994 digunakan untuk perhitungan
timbulan sampah per kapita.

Penelitian ini mengoperasionalkan tiga variabel
utama. Pertama, timbulan sampah organik rumah
tangga (ton/tahun), dihitung menggunakan formula:

Q=Pxq

dengan P adalah jumlah penduduk dan q adalah
timbulan sampah per kapita sebesar 0,7 kg/orang/hari
(SNI19-3964-1994). Nilai Q kemudian dikalikan dengan
proporsi sampah organik untuk memperoleh total
timbulan sampah organik tahunan.

Kedua, emisi metana (CHs dan CO:e/tahun)
dihitung menggunakan pendekatan First Order Decay
(FOD) IPCC 2006:

CH, = MSW x DOC x DOCf x F x (16/12) x
(1-0X)

Parameter yang digunakan dalam perhitungan
mengacu pada nilai default IPCC 2006 (pendekatan Tier
2 dengan penyesuaian regional terbatas), yaitu DOC
(Degradable Organic Carbon) yang ditentukan
berdasarkan komposisi sampah organik dengan
merujuk pada tabel default IPCC untuk limbah
domestik campuran, DOCf (fraction of DOC
dissimilated) sebesar 0,5, F (fraksi metana dalam gas
TPA) sebesar 0,5, serta OX (faktor oksidasi) yang
diasumsikan sebesar 0 untuk TPA terbuka atau tidak

terkelola dan 0,1 untuk TPA terkelola, dengan
penyesuaian berdasarkan kondisi pengelolaan sampah
di Provinsi NTB sebagaimana tercermin dalam data
SIPSN.

Nilai emisi CHs kemudian dikonversi ke CO:e
menggunakan Global Warming Potential (GWP) sebesar
28-34 (IPCC, 2019). Pendekatan FOD ini merupakan
metode standar internasional dan telah digunakan
secara luas dalam studi emisi TPA (Bogner et al., 2008;
Rajaeifar et al., 2017).

Ketiga, implikasi terhadap pembangunan rendah
karbon  dianalisis  secara  kualitatif =~ dengan
membandingkan hasil estimasi emisi dengan target dan
arah kebijakan dalam dokumen PRKBI Provinsi NTB,
khususnya pada sektor limbah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi
dokumentasi dan penelusuran basis data resmi. Seluruh
data diverifikasi silang antar sumber untuk memastikan
konsistensi dan reliabilitas, mengikuti prinsip validasi
data sekunder (Yin, 2018).

Hasil dan Diskusi

Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi
yang sedang mengalami pertumbuhan penduduk dan
ekonomi yang pesat, sehingga terjadi peningkatan
volume timbulan sampah domestik, termasuk fraksi
organiknya. Dalam konteks global, sektor persampahan
diakui sebagai salah satu kontributor emisi GRK yang
signifikan, terutama melalui produksi gas metana dari
dekomposisi anaerobik bahan organik di TPA. IPCC
(2006) memperkirakan bahwa sekitar 50-70% gas yang
dihasilkan dari TPA adalah metana, dengan potensi
pemanasan global jauh melebihi CO.. Bogner et al.
(2008) dalam Mitigation from Waste melaporkan bahwa
sektor persampahan bertanggung jawab atas sekitar 1,5
Gt COze per tahun secara global, dengan TPA sebagai
sumber emisi dominan.

Di tingkat nasional, Indonesia telah berkomitmen
melalui Enhanced Nationally Determined Contribution
(ENDC) untuk mengurangi emisi GRK sebesar 31,89%
secara mandiri dan 43,20% dengan dukungan
internasional pada tahun 2030 (KLHK, 2022). Sektor
limbah menjadi salah satu prioritas mitigasi yang
diidentifikasi dalam dokumen tersebut. Kontribusi
Indonesia terhadap emisi GRK global diperkuat oleh
fakta bahwa Indonesia adalah penghasil sampah
terbesar ketiga di Asia Tenggara (World Bank, 2018),
dengan volume timbulan sampah kota yang terus
meningkat seiring urbanisasi.

Di tingkat daerah, Provinsi NTB telah menyusun
dokumen PRKBI yang mengintegrasikan pembangunan
rendah karbon ke dalam agenda pembangunan daerah,
termasuk melalui pengelolaan sektor persampahan
yang lebih berkelanjutan (PRKBI NTB, 2024). Namun

demikian, kebijakan ini membutuhkan dukungan data
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empiris yang memadai untuk dioperasionalkan secara
efektif. Dalam konteks tersebut, penelitian ini
memperoleh relevansinya dengan menyediakan
estimasi kuantitatif timbulan sampah organik dan emisi
metana berbasis metodologi IPCC yang terstandar,
sehingga berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan
data yang selama ini menjadi hambatan implementasi
kebijakan pembangunan rendah karbon berbasis bukti
di NTB.

Pendekatan serupa telah diterapkan di berbagai
negara berkembang, seperti India (Kumar & Sharma,
2014) dan Vietnam (Dong et al., 2006), di mana estimasi
emisi berbasis model First Order Decay (FOD) IPCC
digunakan sebagai dasar reformasi kebijakan
persampahan nasional. Namun demikian, hasil estimasi
pada tingkat provinsi perlu ditafsirkan secara hati-hati
karena berpotensi mengaburkan variasi spasial
antarwilayah. Studi Santoso et al. (2022) menunjukkan
bahwa wilayah perkotaan di Indonesia dapat
menghasilkan timbulan sampah per kapita 30-40% lebih
tinggi dibandingkan wilayah perdesaan, dengan
perbedaan komposisi organik yang signifikan. Dengan
demikian, estimasi agregat NTB lebih tepat diposisikan
sebagai gambaran umum tingkat provinsi, bukan
representasi rinci kondisi lokal, sehingga diperlukan
analisis lanjutan berbasis wilayah untuk meningkatkan
akurasi perumusan kebijakan.

Dari sisi metodologi, pendekatan First Order
Decay (FOD) yang digunakan dalam penelitian
merupakan metode yang direkomendasikan oleh IPCC
untuk Tier 2, namun memiliki keterbatasan dalam hal
asumsi parameter yang digunakan secara default.
Parameter DOC (Degradable Organic Carbon) yang
digunakan mengikuti nilai default IPCC untuk wilayah
tropis, sementara penelitian lokal oleh Wahyono et al.
(2022) menunjukkan bahwa komposisi organik sampah
Indonesi yang kaya akan sisa makanan basah dengan
kadar air tinggi dapat menghasilkan nilai DOC yang
berbeda secara signifikan dari default IPCC.
Menunjukan bahwa estimasi yang dihasilkan dalam
penelitian ini perlu dikalibrasi dengan data komposisi
sampah yang lebih spesifik dari NTB melalui penelitian
lapangan di masa mendatang. Meskipun demikian,
untuk tujuan perencanaan kebijakan awal, estimasi
berbasis parameter default IPCC tetap merupakan
pendekatan yang valid dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah (IPCC, 2006).

Berdasarkan data BPS (2025), jumlah penduduk
NTB pada tahun 2025 sebesar 5.731.107 jiwa. Dengan
menggunakan standar timbulan sampah per kapita
sebesar 0,7 kg/orang/hari sesuai SNI 19-3964-1994, total
timbulan sampah rumah tangga diperoleh sebesar
4.011.775 kg/hari atau setara #4.012 ton/hari.
Berdasarkan data SIPSN-KLHK (2025), proporsi sampah
organik dari total timbulan sampah di NTB adalah

52,55%, sehingga estimasi timbulan sampah organik
rumah tangga mencapai #2.109 ton/hari atau +769.489
ton/tahun.

Tabel 1. Estimasi Timbulan Sampah Organik RT di NTB
2025

Komponen Nilai
Jumlah penduduk NTB (2025) 5.731.107
jiwa

Timbulan sampah per kapita 0,7
kg/orang/hari

Total timbulan sampah 14.012 ton/hari
Proporsi sampah organik (SIPSN) 52,55 %
Timbulan sampah organik harian +2.109 ton/hari
Timbulan sampah organik +769.489
tahunan ton/tahun

Diolah dari BPS (2025) dan SIPSN-KLHK (2025)

iolsan Sampah Organik
025

:::::::

BE.5%

Angka 769.489 ton/tahun menunjukkan bahwa
volume sampah organik rumah tangga di NTB memiliki
potensi kontribusi emisi GRK yang substansial,
terutama apabila sebagian besar masih berakhir di TPA
atau lingkungan terbuka tanpa pengolahan memadai.
Dengan tingkat pengelolaan sampah yang hanya
13,48 %, mengindikasikan bahwa sebagian besar sampah
organik sekitar 86,52% dari total timbulan berpotensi
mengalami proses dekomposisi anaerobik di TPA atau
lingkungan terbuka. Situasi yang harus diatasi dalam
strategi pembangunan rendah karbon NTB. Sebagai
pembanding, Wahyono et al. (2011) dalam kajian
pengelolaan sampah organik di Jakarta menemukan
bahwa tanpa intervensi pemilahan di sumber, lebih dari
70% sampah organik berakhir di TPA dan menjadi
sumber emisi metana yang signifikan.

Hoornweg & Bhada-Tata (2012) menegaskan
bahwa daerah dengan kepadatan penduduk menengah-
tinggi namun kapasitas pengelolaan sampah yang
rendah merupakan titik rawan akumulasi emisi GRK.
NTB termasuk dalam kategori tersebut, sehingga
intervensi pada sektor persampahan rumah tangga
menjadi sangat mendesak. Perbandingan dengan
provinsi-provinsi lain di Indonesia menunjukkan bahwa
NTB berada di posisi yang rentan dari sisi emisi
persampahan, mengingat laju pertumbuhan penduduk
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yang masih tinggi dan infrastruktur pengelolaan
sampah yang belum merata (KLHK, 2025).

Estimasi emisi metana dengan pendekatan FOD
IPCC 2006 menghasilkan CH. 38.474 ton CHa4/tahun,
maka dengan nilai GWP metana sebesar 28-34 (IPCC,
2019), nilai ini setara dengan 1.077.272 hingga 1.308.116
ton COze per tahun.

Tabel 2. Estimasi Emisi Metana dari Sampah Organik
RT di NTB

Komponen Nilai
Timbulan sampah organik  £769.489 ton/tahun
(MSW)
Degradable Organic Carbon 0,15
Fraksi DOC terurai (DOC) 0,50
Fraksi metana dalam gas 0,50
TPA (F)
Faktor oksidasi (OX) 0 (tanpa oksidasi)
Estimasi emisi metana +38.474 ton
CH./tahun
GWP metana (IPCC, 2019) 28-34
Emisi setara karbon +1.077.272-1.308.116
ton COze/tahun

Sumber: Hasil analisis, 2026

Gambar 2. Estimasi Emisi Gas Metana (CH.) dan Konversi CO; Ekuivalen
dari Sampah Organik Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Barat (IPCC FOD, 2006)

" () Emisi CH. dan Konversi COse
cC 2008 dari Sampah Organik Rumah Tangga NTB

11111

o
= P

Gambar 2. Estimasi Emisi Gas Metana (CHa) dan
Konversi CO: Ekuivalen dari Sampah Organik Rumah
Tangga Provinsi NTB (Sumber: Hasil analisis dengan
pendekatan FOD IPCC, 2006)

Besaran emisi menunjukkan kontribusi yang
sangat signifikan dari sektor persampahan rumah
tangga terhadap total emisi GRK Provinsi NTB. Perlu
dicatat bahwa angka ini merupakan potensi emisi
maksimal apabila seluruh sampah organik yang tidak
terkelola mengalami dekomposisi anaerobik penuh.
Pada kenyataannya, sebagian sampah mungkin terurai
secara aerobik atau terdegradasi dalam kondisi semi-
anaerobik, sehingga estimasi aktual dapat berada di
bawah angka ini. Meskipun demikian, hasil estimasi ini
memberikan gambaran penting mengenai urgensi
pengelolaan sampah organik dalam agenda mitigasi
iklim daerah.

Nilai DOC sebesar 0,15 yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan nilai default IPCC untuk

sampah organik campuran di negara berkembang
tropis. Themelis & Ulloa (2007) menunjukkan bahwa
nilai DOC yang lebih presisi dapat diperoleh melalui
karakterisasi sampah lokal, yang berpotensi
menghasilkan estimasi emisi yang lebih akurat. Kajian
serupa di Asia Tenggara oleh Dong et al. (2006)
menggunakan parameter DOC dalam rentang 0,12-0,18
untuk sampah rumah tangga dengan komposisi organik
dominan, sehingga nilai yang digunakan dalam
penelitian ini masih berada dalam kisaran yang diterima
secara ilmiah. Pendekatan FOD IPCC menghasilkan
estimasi emisi yang konservatif namun valid untuk
tujuan perencanaan kebijakan di negara berkembang, di
mana data karakterisasi sampah yang terperinci masih
terbatas (IPCC, 2023)

Temuan ini selaras dengan arah kebijakan
nasional yang menempatkan sampah sebagai salah satu
area prioritas dalam pencapaian target ENDC (KLHK,
2022). Estimasi emisi yang dihasilkan dalam penelitian
ini dapat menjadi referensi awal dalam penyusunan
inventarisasi GRK di tingkat provinsi.

Implikasi
Hasil identifikasi timbulan dan estimasi emisi
memiliki implikasi strategis yang luas terhadap

pembangunan rendah karbon di Provinsi NTB. Pertama,
dari perspektif mitigasi, besarnya potensi emisi metana
dari sampah organik rumah tangga menunjukkan sektor
ini harus mendapatkan porsi intervensi besar dalam
strategi pengurangan emisi daerah. Dokumen PRKBI
NTB perlu memasukkan data estimasi emisi dari
kontribusi sampah organik rumah tangga. Rajaeifar et
al. (2017) dalam studinya di Iran menunjukkan bahwa
integrasi data emisi persampahan ke dalam rencana
pembangunan rendah karbon berhasil meningkatkan
efektivitas target mitigasi sektor sampah sebesar 23%
dalam lima tahun.

Kedua, dari perspektif kebijakan, rendahnya
tingkat pengelolaan sampah (13,48%) menunjukkan
kesenjangan kapasitas yang harus diatasi. Peningkatan
kapasitas pengelolaan sampah organik melalui
infrastruktur dan perubahan perilaku masyarakat
merupakan langkah mitigasi yang paling efektif dan
efisien. Nanda & Berruti (2021) menyatakan pengalihan
30% sampah organik dari TPA ke sistem pengomposan
dan biogas dapat mengurangi emisi GRK hingga 40%,
dengan pengomposan, biodigester, serta bank sampah
organik adalah intervensi yang dapat diterapkan
dengan cepat di Provinsi NTB (World Bank, 2018).

Ketiga, dari perspektif pembangunan
berkelanjutan, pengelolaan sampah organik dapat
berkontribusi pada mitigasi iklim, juga menghasilkan
manfaat co-benefit berupa produk kompos pertanian,
biogas sebagai energi alternatif, dan pengurangan biaya
pengelolaan TPA. Corti & Lombardi (2004)
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mengidentifikasi pendekatan ekonomi sirkular dalam
pengelolaan sampah organik dapat mengurangi biaya
operasional ~TPA  sebesar  15-25%  sekaligus
menghasilkan pendapatan dari produk daur ulang.
Dengan demikian, investasi dalam pengelolaan sampah
organik rumah tangga memiliki nilai strategis: sebagai
instrumen mitigasi iklim dan sebagai penggerak
ekonomi sirkular di tingkat daerah, sejalan dengan
konsep Damanhuri & Padmi (2019) mengenai
pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di
Indonesia.

Tantangan
-p Pembangunan
Rendah Karbon

W i i .
Gambar 3. Kerangka Konseptual Pengelolaan Sampah

Organik dan Reduksi Emisi Metana (CH4) dalam
Mendukung Pembangunan Rendah Karbon

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada
tiga aspek. Pertama, penelitian ini merupakan kajian
pertama yang secara spesifik dan kuantitatif
mengestimasi emisi metana dari sampah organik rumah
tangga di Provinsi NTB menggunakan metodologi FOD
IPCC 2006 berbasis data resmi yang terstandar. Kedua,
penelitian ini mengintegrasikan perspektif emisi GRK
ke dalam analisis pengelolaan sampah daerah yang
selama ini lebih banyak dikaji dari aspek teknis dan
sosial semata (Wahyono et al, 2011; Damanhuri &
Padmi, 2019). Ketiga, penelitian ini menghubungkan
hasil estimasi emisi dengan dokumen PRKBI Provinsi
NTB, menghasilkan implikasi kebijakan yang langsung
dapat digunakan sebagai dasar perencanaan oleh
pemerintah  daerah, sebuah pendekatan yang
direkomendasikan oleh Wiedinmyer et al. (2014) sebagai
jembatan antara sains iklim dan kebijakan
pembangunan daerah di negara berkembang,.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan
yang penting untuk diakui. Pertama, penggunaan data
sekunder agregat tingkat provinsi mengakibatkan hasil
estimasi tidak mampu menangkap variasi spasial antar
kabupaten/kota di NTB, yang dapat berbeda dalam hal
komposisi sampah, tingkat pengelolaan, dan
karakteristik TPA-nya. Kedua, parameter FOD yang
digunakan merupakan nilai default IPCC yang belum
tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi lokal NTB,
seperti iklim tropis basah yang dapat mempercepat laju
degradasi organik (Themelis & Ulloa, 2007). Ketiga,

penelitian ini belum memperhitungkan kontribusi emisi
dari pembakaran sampah terbuka (open burning) yang
juga umum terjadi di NTB dan berpotensi menghasilkan
emisi GRK yang signifikan (Wiedinmyer et al., 2014).

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama
yang menjawab tujuan penelitian.

Pertama, berdasarkan jumlah penduduk NTB
tahun 2025 sebesar 5.731.107 jiwa dan standar timbulan
sampah per kapita 0,7 kg/orang/hari (BSN, 1994),
timbulan sampah organik rumah tangga di Provinsi
NTB diperkirakan mencapai +2.109 ton/hari atau
1769.489 ton/tahun. Besaran ini menunjukkan bahwa
sektor rumah tangga merupakan sumber sampah
organik terbesar yang harus menjadi prioritas utama
dalam kebijakan pengelolaan sampah daerah.

Kedua, menggunakan pendekatan FOD IPCC
(2006), timbulan sampah organik tersebut berpotensi
menghasilkan emisi metana sebesar *38.474 ton
CH./tahun, setara dengan #1.077.272-1.308.116 ton
COze/tahun. Tingkat pengelolaan sampah yang hanya
13,48 % memperbesar potensi emisi ini, karena sebagian
besar sampah organik masih berakhir di TPA dan
mengalami dekomposisi anaerobik tanpa pengelolaan
yang memadai (IPCC, 2019; Bogner et al., 2008).

Ketiga, timbulan sampah organik rumah tangga
memiliki implikasi strategis terhadap pembangunan
rendah karbon NTB, karena berkontribusi signifikan
terhadap emisi dan memengaruhi pencapaian target
mitigasi perubahan iklim daerah. Pengelolaan sampah
organik rumah tangga harus diposisikan bukan sekadar
persoalan kebersihan, melainkan sebagai instrumen
strategis mitigasi iklim yang terintegrasi dalam
dokumen Pembangunan Rendah Karbon dan
Berketahanan Iklim (PRKBI) Provinsi NTB, dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi NTB, dan dokumen Rencana Aksi
Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi NTB.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah
Provinsi NTB perlu menjadikan data timbulan sampah
organik dan estimasi emisi metana ini sebagai dasar
empiris dalam penyusunan dan pembaruan kebijakan
sektor sampah. Integrasi data emisi persampahan
rumah tangga ke dalam dokumen PRKBI, RPJMD, dan
RAD-GRK daerah menjadi langkah prioritas yang harus
segera dilakukan, mengingat kontribusi nyata sektor ini
terhadap emisi GRK daerah.

Pada level implementasi, pemerintah
kabupaten/kota perlu memperkuat sistem pemilahan
sampah di sumber dengan mendorong pengelolaan
sampah organik berbasis rumah tangga dan komunitas,
seperti pengomposan skala rumah tangga, bank sampah
organik, dan pengembangan biodigester untuk
menghasilkan biogas. strategi pengelolaan sampah
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organik dari rumah tangga terbukti efektif dalam
mengurangi beban TPA sekaligus menekan emisi GRK.
Penguatan edukasi masyarakat mengenai pengurangan
sampah makanan (food waste reduction) dan praktik
pengelolaan sampah organik yang berkelanjutan juga
perlu menjadi bagian dari strategi perubahan perilaku
menuju gaya hidup rendah karbon.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk:
(1) melakukan estimasi emisi pada tingkat
kabupaten/kota dengan data yang lebih detail; (2)
mengkalibrasi parameter FOD menggunakan data
lapangan lokal untuk meningkatkan akurasi estimasi,
sebagaimana dilakukan oleh Kumar & Sharma (2014) di
konteks India; (3) mengintegrasikan komponen emisi
dari pembakaran sampah terbuka dan pembuangan di
perairan; (4) mengembangkan pemodelan System
Dynamics untuk mensimulasikan berbagai skenario
intervensi pengelolaan sampah terhadap penurunan
emisi GRK jangka panjang; serta (5) melakukan analisis
perbandingan lintas provinsi untuk mengidentifikasi
best practices pengelolaan sampah organik yang dapat
diadopsi di NTB.
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